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Abstrak
Melalui kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terlihat 
memiliki upaya kuat dalam membangun koalisi besar di pemerintahan. Koalisi 
besar kabinet ini diharapkan dapat menjamin stabilitas pemerintahan selama 5 
tahun mendatang, terutama dalam upaya untuk mencapai target dan pelaksanaan 
program unggulannya. Tulisan ini akan membahas bagaimana koalisi besar 
kabinet dapat menjaga stabilitas pemerintahan, serta apakah model stabilitas yang 
mengakomodasi beragam kekuatan politik dalam kabinet dapat menimbulkan dilema 
bagi masa depan demokrasi Indonesia di masa depan? Setidaknya, ada dua poin 
dilematis sebagai akibat koalisi besar,  yaitu tidak lagi terjadi oposisi pengimbang 
yang signifikan perannya, dan kedua adalah stabilitas yang dihasilkan belum 
ditopang oleh institusi kepresidenan yang efektif. Ditambah, langkah akomodasi 
dalam membangun koalisi besar kabinet tadi sukar dipisahkan dari komposisi 
partai-partai, bahkan di tingkat ormas atau kelompok pendukung saat Pemilu 2019.  
Untuk itu disarankan, agar segera diagendakan RUU Kepresidenan dalam rangka 
menegaskan sistem presidensial yang ingin dibangun..

Pendahuluan
Pemerintahan Presiden Jokowi 

dan Ma’ruf Amien belum lama 
berselang mengumumkan nama-
nama  anggota kabinetnya.  Dari segi 
latar belakang komposisi menteri, 
terdapat peningkatan dari mereka 
yang berlatar belakang pengurus 
atau anggota partai berbanding 
profesional pada Kabinet Indonesia 
Maju dibandingkan dengan Kabinet 
Kerja. Peningkatan itu adalah 
sebanyak 13 orang berbanding 21 
orang menjadi 15 orang berbanding 
20 orang, atau secara persentase 

meningkat lebih dari 5 persen atau 
tepatnya 6,89 persen, yaitu dari 38 
persen menjadi 44,89 persen (Kompas, 
23 Oktober 2019).

Selain jajaran setingkat menteri, 
sebanyak 12 wakil menteri (Wamen) 
juga diangkat dari latar belakang yang 
beragam. Walaupun dalam UU No. 
39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara, yaitu dalam Penjelasan Pasal 
10, terdapat ketentuan Wamen bukan 
anggota kabinet, tetapi adanya unsur 
politis yang melatarinya tetap patut 
diperhitungkan dalam kabinet untuk 
menjaga stabilitas pemerintahan. 
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Dari jajaran Wamen, 5 orang berlatar 
belakang profesional, dan 5 orang 
lainnya berlatar belakang partai 
politik. Adapun 2 orang lainnya 
berlatar belakang sukarelawan dan 
tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf saat 
Pemilu 2019 (Kompas, 26 Oktober 2019).

Secara keseluruhan bangunan 
eksekutif, dari unsur partai, PDI P 
mengisi kursi kabinet terbanyak, 
adapun tiga partai pengusung Jokowi- 
Ma’ruf Amin, yaitu Hanura, PKPI, dan 
PBB tidak masuk kabinet.

Politik akomodasi kabinet yang 
menjadi bagian dari koalisi besar 
pemerintahan hasil Pemilu 2019 
menjadi menarik karena bergabungnya 
Partai Gerindra ke dalam koalisi 
Kabinet Indonesia Maju. Kabinet 
yang mencerminkan koalisi besar 
pemerintahan menjadi ujian bagi 
kabinet dalam mencapai target yang 
ingin dicapai sesuai visi dan misi 
Presiden/Wapres terpilih. Dengan 
demikian tulisan ini akan membahas 
tentang bagaimana koalisi besar 
kabinet dapat menjaga stabilitas 
pemerintahan? Terutama akibat 
model stabilitas yang mengakomodasi 
beragam kekuatan politik dalam 
kabinet, apakah kondisi tersebut dapat 
menimbulkan dilema bagi masa depan 
demokrasi Indonesia?

Sistem Presidensial Sesudah 
Era Reformasi

Pemerintahan Indonesia yang 
menggunakan sistem presidensial 
tegas dilandaskan pada konstitusi. 
Sistem presidensial yang dimulai 
saat beroperasinya sistem politik 
pada era demokrasi parlementer, 
demokrasi terpimpin hingga 
Orde Baru telah mengakibatkan 
terjadinya pergeseran dari pola 
legislative heavy ke arah presidential 
heavy. Dalam hal ini perubahan UUD 
1945 di era reformasi membawa 
harapan pada terciptanya stabilitas 
pemerintahan dengan pola yang 
lebih mengarah check and balances 
(Haris, 2014). Meskipun demikian 
sistem presidensial tidak terlepas dari 
kelemahan mendasar, yaitu adanya 
pertimbangan peta politik dalam 
parlemen yang memberi pengaruh 
secara signifikan bagi kelangsungan 
kekuasaan presiden. Juan Linz (1926) 
sebagaimana dikutip Kenneth Newton 
menyatakan bahwa sistem presidensial 
mengandung paradoks. Di satu 
sisi, presiden memiliki kedudukan 
kuat, karena dipilih langsung dan 
memiliki dukungan rakyat. Presiden 
dapat mengabaikan urusan “remeh-
temeh” pertengkaran partai dan 
fraksi, dan berbicara atas nama negara 
dan rakyat. Tetapi di sisi lain, pada 
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Tabel 1. Komposisi Kabinet Indonesia Maju
No. Latar Belakang Jumlah

1. Non Partai 27
2. PDI Perjuangan (PDI-P) 6
3. Golkar 4
4. Gerindra 2
5 PKB 3
6. Nasdem 3
7 PPP 2
8. PSI 1
9. Perindo 1

Sumber:Tempo, 2 November 2019, h.35.



umumnya presiden terikat oleh segala 
ketentuan konstitusi yang membatasi 
kekuasaannya; ia harus memiliki 
dukungan legislatif untuk mengambil 
tindakan, keputusan, dan melakukan 
pengangkatan; ia harus menghadapi 
pengadilan yang independen; dan ia 
terkadang berhadapan dengan sistem 
kepartaian yang kacau, tidak disiplin 
(Newton dan Van Deth, 2015).

Jerat kepentingan partai menjadi 
tantangan bagi kabinet dalam menuju 
demokrasi deliberatif karena titik 
kulminasi dari performa kabinet 
semacam itu adalah menegakkan inti 
demokrasi deliberatif menyangkut 
legitimasi terhadap keputusan yang 
diambil berdasarkan proses deliberasi 
yang sejati (Dryzek, dalam Gaus, 
et.al, 2012). Hal ini terjadi di Indonesia 
pada era reformasi setelah perubahan 
UUD 1945, terutama setelah pemilihan 
langsung paslon pilpres diterapkan. 
Pada kabinet kali ini, Jokowi mencoba 
memberikan pesan atau bahkan 
tepatnya perintah pada menteri-
menterinya guna memperkuat soliditas 
internal dan sekaligus percepatan 
langkah-langkahnya.

Politik Akomodasi 
Pembentukan Kabinet

Politik akomodasi penyusunan 
kabinet bisa dilihat perbandingannya 
pada komposisi keanggotaan DPR hasil 
Pemilu 2019. Dari 575 kursi DPR, koalisi 
Jokowi-Ma’ruf Amien menguasai 427 
kursi atau 74,26 persen yang terdiri 
dari PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, 
PKB, dan PPP. Sementara, sebanyak 
148 kursi DPR lainnya dimiliki oleh 
Partai Demokrat, PKS, dan PAN. 
Dengan demikian kekuatan koalisi 
Jokowi-Ma’ruf Amien di parlemen 
saat ini hampir sama dengan kekuatan 
koalisi pemerintahan SBY-Boediono 
pada 2009-2014 yang menguasai 75,5 
persen kursi DPR. Menariknya, meski 

saat itu partai koalisi menguasai 75,5 
persen kursi DPR, namun dinamika 
politik tetap terjadi. Hal ini terlihat saat 
penggunaan hak angket DPR mengenai 
kasus Bank Century pada akhir tahun 
2009 yang justru didukung oleh partai 
anggota koalisi SBY-Boediono (Kompas, 
23 Oktober 2019). Hal ini menjawab 
bahwa koalisi besar kabinet belum 
tentu signifikan dalam menjamin 
sepenuhnya stabilitas pemerintahan. 
Kapasitas lobi di kalangan partai-partai 
atas kebijakan utamanya yang diinisiasi 
eksekutif justru yang menjadi faktor 
menentukan. Studi Nurliah Nurdin 
(2012) menunjukkan, untuk kasus 
Indonesia, partai menentukan divided 
or unified government (pemerintahan 
terbelah atau bersatu), sementara di AS 
unified government pada masa Obama 
tidak menjamin kebijakannya berjalan 
mulus di Kongres (Nurdin, 2012: 274). 

Oleh sebab itu, fenomena kabinet 
saat ini justru lebih dari sekedar 
peluang intervensi partai dalam 
kebijakan yang diambil eksekutif.  Hal 
ini karena luasnya peluang pengaruh 
dari sekedar lingkup partai bagi 
kewenangan prerogatif Presiden. 
Sebagaimana posisi-posisi tertentu 
kabinet yang secara tradisi biasanya 
direkrut dari kalangan ormas tertentu 
yang berskala nasional. Misalnya ketika 
dalam pembentukan kabinet, Nahdlatul 
Ulama (NU) kurang dilibatkan, maka 
sempat dipandang akan menimbulkan 
kesan tertentu dalam hubungan istana 
dengan NU.

Hal tersebut terjadi karena NU 
menolak anggapan bahwa menteri 
dari PKB sama dengan wakil NU di 
Kabinet. Di lain pihak, Wakil Sekjen 
Pengurus Besar NU, Isfah Abidal 
Aziz mengatakan bahwa ketiadaan 
perwakilan ormas NU karena sudah 
ada Ma’ruf Amien, mantan Rais Am 
PBNU, yang mendamping Jokowi 
sebagai Wapres. Posisi Ma’ruf Amin 
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tersebut dinilai setara dengan lima 
menteri (Tempo, 4-10 November 
2019). Demikian juga dengan adanya 
kemungkinan reaksi dari ormas. Bagi 
tim sukses Pilpres, politik akomodasi 
kabinet juga bisa menimbulkan gejolak 
internal tertentu. Hal ini sebagaimana 
dialami oleh kelompok pendukung 
Jokowi, yaitu saat Ketua Umum Projo, 
Budi Arie Setiadi diangkat sebagai Wakil 
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah 
Tertinggal (Tempo, 4-10 November 2019).

Potensi Melemahnya 
Oposisi dan Perlunya RUU 
Kepresidenan

Meskipun optimisme meraih 
dukungan parlemen terhadap target  
5 tahun ke depan yang ingin dicapai, 
terkait SDM, infrastruktur, penataan 
regulasi melalui penerapan Omnibus 
law, penyederhanaan birokrasi, 
dan transformasi ekonomi (Pidato 
Presiden pada Sidang Paripurna 
MPR RI, 2019), penajaman skala 
prioritas dan percepatan pencapaian 
target Kabinet Indonesia Maju 
tetap membutuhkan soliditas 
kabinet dalam merumuskan dan 
menggerakkan program prioritas 
unggulannya. Ada kekhawatiran 
koalisi besar untuk menjaga stabilitas 
pemerintahan dalam pencapaian target 
yang tergolong tinggi dan sejalan 
dengan visi-misi Presiden/Wapres, 
justru akan membawa peluang bagi 
kemungkinan penambahan kembali 
anggota kabinetnya.

Dalam hal ini meskipun Wamen 
bukan bagian dari kabinet, tetapi 
aspek politik dalam kemungkinan 
penambahan Wamen kembali 
menegaskan kekhawatiran koalisi besar 
dimaksud. Artinya, di satu sisi Perpres 
No. 67 Tahun 2019 telah menegaskan 
tidak dianutnya kewenangan veto bagi 
Menko, tetapi di sisi lain Perpres tadi 
belum menjawab posisi Wamen yang 

proses pengangkatannya lebih kuat 
pertimbangan politisnya dibandingkan 
saat pengisian posisi Wamen di 
Kabinet Indonesia Kerja. Kepastian atas 
jawaban ketentuan Wamen ini untuk 
menegaskan politik akomodasi kabinet 
dalam menjaga stabilitas kabinet di 
tengah potensi melemahnya oposisi 
pemerintahan.

Potensi melemahnya oposisi 
justru terjadi di tengah beberapa 
partai di pemerintahan yang berusaha 
menjalankan komunikasinya dengan 
partai di luar pemerintahan. Ini 
merupakan konsekuensi atas belum 
jelasnya arah sistem presidensial yang 
ingin dibangun. Padahal, bukan 
sekedar di tingkat RUU Pemilihan 
Umum (RUU Pemilu), RUU 
Kepresidenan bisa lebih menegaskan 
arah tadi dan sekaligus mengikat 
aturan bagi partai-partai koalisi  
dalam pemerintahan dan posisi 
oposisi di luar pemerintahan. RUU 
Kepresidenan dalam sejarahnya pernah 
menjadi bahan awal coba usul inisiatif 
DPR   pada 28 Juni 2001 (https://
www.hukumonline.com), tetapi pada 
kenyataan berikutnya RUU ini tidak 
jadi dibahas di antara DPR secara 
kelembagaan dengan Pemerintah saat 
itu.

Dengan demikian, pertemuan 
para elit partai tidak lama setelah 
kabinet terbentuk, adalah salah satu 
indikasi betapa sistem presidensial 
yang ingin dibangun perlu ditegaskan 
kebijakannya secara jelas. Terlepas 
dari kesepakatan yang dicapai di 
antara kedua partai tadi untuk alasan 
menghidupkan simbol kebangsaan 
dan keseimbangan sistem politik 
yang menjaga oposisi dengan pihak 
pemerintah, atau populer dibahasakan 
guna tercipta check and balances (Suara 
Pembaruan, 31 Oktober 2019) atau 
dukungan bagi pemerintahan 
Jokowi-Ma’ruf Amin hingga 2024 
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mendatang (Kompas, 12 November 
2019), tetapi ketidakpuasan atas 
komposisi Kabinet Indonesia Maju 
bisa mendorong  langkah-langkah ke 
arah membangun koalisi besar kabinet 
semakin meluas.

Langkah ini mendorong kritik 
dari partai lain di internal pemerintahan 
yang menilai langkah menjalin 
komunikasi penjajakan agenda lanjutan 
yang dibuka ruang oleh partai-partai 
dikritik sebagai tidak etis. Langkah 
bermain di dua kaki utamanya 
bagi partai-partai di barisan 
koalisi pemerintahan dianggap 
perlu dihindari (The Jakarta Post, 1 
November 2019). Meskipun langkah 
demikian merupakan hal biasa 
dalam politik, tetapi kekhawatiran 
atas basis stabilitas pemerintahan 
yang mudah dijadikan ajang 
transaksi kekuasaan di antara elit 
partai. Faktor Presiden Jokowi 
yang sudah menjabat dua periode 
memasuki Kabinet Indonesia Maju 
dan agenda Pilkada serentak 2020 
dan bahkan kepastian bertahap alih 
generasi di Pemilu 2024, mendorong 
partai-partai gencar melakukan 
manuver politik.

Penutup
Kabinet Indonesia Maju 

menunjukkan koalisi besar 
dibangun dalam pemerintahan 
hasil pemilu 2019. Koalisi besar 
ini diharapkan kondusif bagi 
stabilitas pemerintahan 5 tahun 
ke depan. Ada beberapa catatan 
dari bangunan koalisi kabinet ini. 
Pertama, koalisi kabinet tidak terlepas 
dari peta politik di parlemen yang 
menjadi jangkar dari kelembagaan 
penyusunan dan  pembahasan 
kebijakan pemerintahan dilakukan. 
Kedua, politik akomodasi terhadap 
para anggota tim sukses paslon 
Jokowi Ma’ruf di pemerintahan, 

baik dari yang berasal kalangan 
nonpartai maupun partai di luar 
dari peta perolehan kursi DPR. 
Ketiga, politik akomodasi yang 
meluas sangat membuka ruang bagi 
dilema demokrasi yang dihasilkan, 
yaitu di satu sisi guna memperkuat 
dukungan pencapaian kebijakan 
dan program yang ditargetkan sejak 
awal oleh kabinet. Tetapi di lain 
pihak, koalisi besar kabinet menjadi 
potensi bagi terjadinya pelemahan 
sistem politik demokrasi dan lebih 
mengandalkan pada kerja-kerja lobi 
politisi.

Menyadari dilema politik 
stabilitas kabinet tersebut, maka 
direkomendasikan sebagai berikut. 
Pertama, perlu dilakukan revisi 
terhadap UU No. 39 Tahun 2008 
dan Perpres No. 67 Tahun 2019, 
utamanya terkait kejelasan status 
Wamen dan posisi kewenangan 
yang disandangnya. Kedua, perlu 
dukungan kapasitas presiden 
melalui agenda RUU Kepresidenan 
dalam Prolegnas, sebagai usaha 
menegaskan arah sistem presidensial 
yang ingin dibangun sesuai dengan 
ketentuan dalam UUD 1945.
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